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ABSTRAKSI 

 

Imani, Lintang Jauhar, 2023, “Analisis Penerbitan Grosse Akta pada Kapal 

Nelayan di KSOP Kelas I Tanjung Emas Semarang” Skripsi. Program 

Diploma IV, Program Studi Tata Laksana Angkutan Laut dan 

Kepelabuhan, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Pembimbing I: Fajar 

Transelasi, S.Tr.,M.A.P, Pembimbing II: Pritha Kuriasih, M.Sc. 

 

Kapal nelayan yang beroperasi secara legal harus memiliki dokumen 

resmi, termasuk grosse akta yang merupakan bukti kepemilikan kapal. Grosse 

akta menjadi penting dalam kepemilikan, pendaftaran, dokumen legal, dan 

tanggung jawab hukum yang melekat pada kapal. Tujuan dari penelitian ini 

untuk mengetahui proses penerbitan grosse akta pendaftaran untuk kapal 

nelayan serta mengetahui kendala yang terjadi pada saat proses penerbitan 

grosse akta pendaftaran untuk kapal nelayan. 

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan data 

sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi, teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Teknik 

analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian dari pembahasan masalah mengenai proses penerbitan 

grosse akta pada kapal nelayan diatur dalam PM 39 Tahun 2017 tentang 

Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal yang di sah kan oleh Menteri Perhubungan. 

Ditemukan beberapa kendala saat proses penerbitan grosse akta yang dapat 

mempengaruhi kelancaran proses penerbitan antara lain kurangnya kesadaran 

dari pihak pemilik kapal untuk taat terhadap pembayaran pajak via aplikasi 

SPKE maupun dalam membawa dan mengecek dokumen persyaratan fisik. 

Dampak yang terjadi adalah ketidaksesuaian penerbitan yang memakan waktu 

lebih lama dari perkiraan waktu SOP yang berlaku di KSOP Kelas I Tanjung 

Emas Semarang. 

 

Kata Kunci : Grosse akta, kapal nelayan, penerbitan, status hukum.  
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ABSTRACT 

 

Imani, Lintang Jauhar, 2023, “Analysis of the Issuance of 'Grosse Akta' for 

Fishermen's Boats at Class I Port Authority of Tanjung Emas Semarang” 

Thesis Diploma IV Program, Port and Shipping Management Program 

Study, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Supervisor I: Fajar 

Transelasi, S.Tr.,M.A.P, Supervisor II: Pritha Kuriasih, M.Sc. 

 

Fishermen's boats that operate legally must possess official documents, 

including a 'grosse akta,' which serves as proof of boat ownership. The 'grosse 

akta' is essential for ownership, registration, legal documentation, and the legal 

responsibilities associated with the boat. This research aims to understand the 

process of issuing the 'grosse akta' registration for fishermen's boats and identify 

the challenges that occur during this process. 

The research methodology used in this study is qualitative descriptive. 

Data sources were obtained from primary and secondary data. Data collection 

techniques involved observation, interviews, and documentation, with data 

validity ensured through triangulation. The data analysis techniques used in this 

research included data reduction, data presentation, and conclusion. 

The research results from the discussion of issues regarding issuing grosse 

deeds on fishing boats are regulated in PM 39 of 2017 concerning Ship 

Registration and Nationality, which the Minister of Transportation authorizes. 

Several obstacles found while issuing grosse akta could affect the smooth 

issuance process, including a need for more awareness of ship owners to obey 

tax payments via the SPKE application and in carrying and checking physical 

requirements documents. The impact caused was a discrepancy in issuance 

which took longer than the estimated SOP time applicable at KSOP Class I 

Tanjung Emas Semarang. 

 

Keyword : Fishing boat, grosse akta, issuance, legal status. 
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1 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kapal nelayan memainkan peran penting dalam sektor perikanan di 

Indonesia. Kapal nelayan yang beroperasi secara legal harus memiliki dokumen 

resmi, termasuk Grosse Akta yang merupakan bukti kepemilikan kapal. Grosse 

Akta menjadi penting dalam transaksi keuangan, pendaftaran kapal, dan 

perlindungan hukum. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan 

terkait penerbitan dan pemeliharaan Grosse Akta pada kapal nelayan. 

Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya status 

kepemilikan kapal dan pemahaman mengenai Sistem Pendaftaran Kapal 

Elektronik (SPKE) tidak menutup kemungkinan masyarakat khususnya nelayan 

tidak mendaftarkan kapal yang dimiliki dengan tujuan untuk memperoleh tanda 

kebangsaan, yaitu tanda bukti bahwa kapal tersebut merupakan kapal yang 

memiliki kebangsaan Indonesia. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 11 

tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa Grosse akta merupakan 

salah satu duplikat dari akta pengakuan utang dengan kepala akta “Demi 

Keadilan Berlandaskan Keyakinan dalam Ketuhanan Yang Maha Esa” yang 

memiliki kekuatan eksekutorial. Grosse akta termasuk bagian dari status hukum 

kapal yang ditulis dan diterbitkan oleh pejabat pendaftar kapal yang ada di 

Syahbandar pelabuhan setempat. Status hukum kapal merupakan bagian 

terpenting dalam kepemilikan suatu kapal karena status hukum menentukan 



2 

 

 

 

bahwa suatu kapal benar benar hak milik perorangan atau perusahaan. Grosse 

akta kapal biasanya dibuat oleh notaris atau pejabat yang memiliki kuasa  dalam 

hal pendaftaran kapal. Pembuatan grosse akta kapal melibatkan proses hukum 

yang memastikan keabsahan dan keotentikan dokumen tersebut.  

Notaris mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan akta otentik terkait 

segala perjanjian, ketentuan, dan syarat-syarat lain yang wajib dicatat dalam 

suatu akta otentik menurut undang-undang, peraturan perundang-undangan, 

atau atas permintaan pihak yang yang memiliki kepentingan dapat menjadi 

pokok dalam akta otentik. Notaris juga bertanggung jawab untuk memastikan 

bahwa tanggal pembuatan akta telah pasti, menyerahkan salinan dan kutipannya 

atas permintaan pihak yang memiliki kepentingan, dan memastikan bahwa 

proses pembuatan akta tidak dilimpahkan kepada pejabat atau pihak lain yang 

tidak berwenang menurut undang-undang (Maulani dkk., 2020:427). 

Dalam hukum maritim dan pengadilan laut, status kapal secara hukum 

sangat penting untuk diketahui. Beberapa hal yang berkaitan dengan status 

hukum kapal antara lain adalah kepemilikan, pendaftaran, dokumen legal, dan 

tanggung jawab hukum yang melekat pada kapal. Status hukum kapal dapat 

diketahui apabila telah melewati beberapa proses, seperti pengukuran kapal, 

pendaftaran kapal, dan penetapan kebangsaan kapal. Undang-Undang yang 

mengatur tentang hukum maritim dan peradilan laut di Indonesia antara lain 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. 
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Indonesia sebuah negara kepulauan yang merupakan satu kesatuan dengan 

perairan laut yang mengelilinginya. Dalam menghubungkan banyaknya 

kepulauan tersebut maka dibutuhkan armada kapal pengangkut yang dapat 

menjangkau ke seluruh penjuru pulau yang ada di Indonesia dari mulai pulau 

terdalam maupun pulau terluar. Pengiriman barang melalui laut melibatkan 

risiko dan kekhawatiran yang berhubungan dengan hubungan internasional. 

Sehingga, setiap kapal harus memenuhi persyaratan yang dinyatakan sebagai 

aman untuk berlayar di laut. Persyaratan tersebut mencakup keberadaan 

identifikasi yang jelas (status hukum kapal), memenuhi persyaratan pelayaran 

dari perspektif keselamatan, dan diawaki oleh pihak yang memenuhi syarat 

guna mengoperasikan kapal laut (aspek pengawakan). Hal ini bertujuan untuk 

menciptakan ketertiban dalam lalu lintas pelayaran internasional. 

Pelabuhan (port) adalah area pengairan yang dilindungi dari gelombang 

dan disediakan sarana prasarana berupa terminal laut, seperti dermaga tempat 

kapal dapat bersandar untuk menyelesaikan proses bongkar muat barang dan 

penumpang, crane untuk proses bongkar muat, gudang laut sementara untuk 

menyimpan sementara barang, dan area penyimpanan untuk bongkar muat 

kapal serta gudang untuk menyimpan atau meletakan barang dalam jangka 

waktu yang lebih cukup lama sebelum dikirim ke tujuan pengiriman. Terminal 

ini juga dapat difasilitasi dengan jalur kereta api, jalan raya, ataupun saluran 

layanan darat. Sehingga, wilayah pelabuhan biasanya mencakup area yang jauh 

dari lokasi pelabuhan itu sendiri (Nurzanah, 2020:180). 

Pelabuhan merupakan bangunan yang dibuat oleh manusia di tepi perairan 
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untuk mengatur transportasi dan perdagangan produk dengan wilayah daratan 

lainnya. Pelabuhan dapat ditemukan di tepi laut, samudra, sungai, danau, atau 

laguna. Selain itu, pelabuhan juga berfungsi sebagai ruang yang 

menghubungkan dua titik daratan karena merupakan lokasi terakhir bagi 

manusia sebelum memasuki lingkungan perairan.  

Seperti dijelaskan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran, maksud dari pelabuhan merupakan  suatu lokasi yang mempunyai 

bagian dari daratan dan/atau jalur air dengan Batasan yang telah ditentukan 

yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan pemerintahan serta digunakan 

sebagai lokasi berlabuh kapal, menaikkan atau menurunkan penumpang, dan/ 

atau memuat dan membongkar barang. Fungsi utama pelabuhan yakni sebagai 

area kapal berlabuh atau bersandar, melayani penumpang naik dan turun, dan 

menangani proses membongkar dan memuat barang. Secara umum, pelabuhan 

terdiri dari terminal dan area berlabuh atau bersandarnya kapal yang 

menyediakan sarana keselamatan, keamanan pelayaran, serta fasilitas 

penunjang pelabuhan lainnya. 

Semarang, selain menjadi salah satu kota yang unik dan indah, juga 

merupakan kota penting dengan peran sebagai pelabuhan utama di pantai utara 

pulau Jawa. Menurut website resmi Pemerintah Kota Semarang, secara 

geografis, Kota Semarang berada pada koordinat geografis 6° 58' 55" Lintang 

Selatan (LS) dan 110° 25' 28" Bujur Timur (BT), dengan populasi penduduk 

sekitar 2 juta jiwa. Pelabuhan di Kota Semarang termasuk salah satu pelabuhan 

yang signifikan di pulau Jawa. Pelabuhan Tanjung Emas Semarang tidak hanya 
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berfungsi sebagai tempat bongkar muat barang dan kapal, tetapi juga 

memberikan pelayanan kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan. 

Pelayanan kegiatan pemerintahan mencakup berbagai aspek administratif, 

perizinan, dan regulasi yang berkaitan dengan aktivitas pelabuhan. Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas 

Semarang mempunyai berbagai macam fungsi penting untuk kelancaran alur 

transportasi laut dan arus barang. Tidak hanya kegiatan dalam skala besar, 

KSOP Kelas I Tanjung Emas juga menangani kegiatan masyarakat menengah 

ke bawah seperti kegiatan nelayan yang tentunya memiliki izin khusus untuk 

beroperasi. Kepemilikan kapal ditandai salah satunya dengan adanya Grosse 

akta kapal, apabila seseorang memiliki Grosse akta maka yang bersangkutan 

secara hukum memiliki hak atas kepemilikan kapal sesuai dengan apa yang 

tercantum pada Grosse akta.  

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas maka peneliti 

berusaha untuk mengkajinya melalui penelitian dalam bentuk skripsi dengan 

judul sebagai berikut: “Analisis Penerbitan Grosse Akta pada Kapal 

Nelayan di KSOP Kelas I Tanjung Emas Semarang”. 

B. Fokus Penelitian 

Pada penulisan karya ilmiah ini tentunya memiliki cakupan materi yang 

cukup luas, maka dari itu untuk menghindari pembahasan materi yang terlalu 

luas maka peneliti berfokus pada pelayanan penerbitan grosse akta di KSOP 

Kelas I Tanjung Emas Semarang. 
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C. Rumusan Masalah 

Adapun permasalah yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana proses penerbitan grosse akta untuk kapal nelayan? 

2. Apakah kendala yang terjadi pada saat proses penerbitan grosse akta untuk 

kapal nelayan? 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian dan penyusunan skripsi ini memiliki beberapa tujuan yang 

menjadi acuan diantaranya: 

1. Mengetahui proses penerbitan grosse akta pendaftaran untuk kapal nelayan. 

2. Mengetahui kendala yang terjadi pada saat proses penerbitan grosse akta 

pendaftaran untuk kapal nelayan. 

E. Manfaat Hasil Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Bagi peneliti 

Dapat memberikan tambahan wawasan, pengetahuan, 

pengalaman, dan pengembangan pemikiran mengenai grosse akta pada 

kapal nelayan. Tentunya ini akan bermanfaat langsung bagi peneliti 

yang berkesempatan bekerja di bidang status hukum kapal di Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. 

b. Bagi pembaca  

Dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan 

mengenai pentingnya suatu tanda kepemilikan kapal berupa grosse akta 

pada kapal nelayan guna mewujudkan ketertiban dalam alur pelayaran 
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kapal nelayan. Dapat memperoleh pengetahuan dan informasi sebagai 

acuan guna penelitian selanjutnya sehingga mampu memberikan hasil 

penelitian yang lebih baik dan akurat lagi. 

c. Bagi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang 

Pembuatan karya ini dapat menjadi bahan diskusi penyediaan 

informasi tentang proses penerbitan, penggantian, dan balik nama 

grosse akta tahun demi tahun sebagai bahan pengembangan ilmu 

pengetahuan. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Bagi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang 

Memberikan pemahaman mengenai pentingnya suatu dokumen 

untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, dan ketertiban pelayaran, 

serta sebagai bahan tambahan pertimbangan guna meningkatkan 

dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi dokumentasi pada kapal 

nelayan. 

b. Bagi nelayan dan pihak pihak yang berkepentingan 

Memberi tambahan wawasan dan informasi untuk mempermudah 

dan menyadarkan pentingnya suatu sertifikat kapal untuk 

mempermudah jalanya ketertiban lalu lintas pelayaran, serta sebagai 

informasi tentang perlunya mengadakan pengecekan kapal nelayan.
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BAB II  

KAJIAN TEORI 

A. Deskripsi Teori 

Deskripsi teori adalah bagian dari penelitian yang menjelaskan teori-teori 

atau kerangka pemikiran yang dipergunakan sebagai landasan pada penelitian. 

Deskripsi teori bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang 

konsep, prinsip, dan landasan teoritis yang mendukung penelitian. Teori-teori 

ini akan memberikan penjelasan dan kerangka teoritis yang diperlukan untuk 

menjawab rumusan masalah penelitian. Di bawah ini terdapat beberapa teori 

penunjang yang digunakan: 

1. Pengertian Analisis 

Menurut Susan Stainback dalam Sugiyono (2022:127) menyatakan 

bahwa analisis data sangat penting dalam pelaksanaan penelitian kualitatif. 

Agar hipotesis dapat dikembangkan dan dinilai, analisis dipergunakan untuk 

memahami hubungan dan konsep pada data. Menurut Spradley dalam 

Sugiyono (2022:128), analisis adalah teknik berpikir yang digunakan dalam 

semua jenis penelitian apapun. Hal  Ini berkaitan dengan analisis metodis 

sesuatu untuk memastikan bagian-bagian penyusunnya, hubungan di antara 

bagian-bagian penyusunnya, dan hubungannya dengan keseluruhan. 

Menemukan pola adalah tujuan dari analisis.  

Menurut Bogdan dan Robert dalam Harahap (2020:15) 

pengembangan generalisasi, prinsip, hipotesis, prediksi, dan tujuan 

berdasarkan peristiwa atau kejadian adalah hasil dari analisis yang 
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sistematis, objektif, dan observasi terkontrol. 

Sebagai hasilnya, dapat disimpulkan bahwa analisis merupakan suatu 

metode untuk mengorganisir dengan sistematis penguraian suatu topik 

tertentu sehingga terbentuk hubungan yang efektif antara bagian-bagian 

yang relevan. Informasi yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini 

yakni hasil dari tes kecerdasan emosional.  

2. Pengertian Status Hukum 

Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, status adalah kondisi 

atau kedudukan suatu hal dalam bermasyarakat atau bernegara maupun 

lingkungan lainnya. Sementara itu, hukum terdiri dari aturan tertulis dan 

tidak tertulis yang diatur dengan baik dan memiliki sifat mengikat, 

mengatur, dan menjatuhkan hukuman atau sanksi bagi pihak yang tidak 

mematuhinya. Dengan demikian Status hukum, kemudian, adalah 

kumpulan aturan tertulis atau tidak tertulis yang terstruktur dengan baik 

yang memiliki sifat mengikat dan mengenakan hukuman bagi pihak yang 

melanggarnya. 

Menurut Tegoeh (2020:110) status hukum kapal adalah kondisi 

hukum yang mengatur kedudukan sebuah kapal di bawah yurisdiksi hukum 

tertentu. Status ini mencakup berbagai aspek yang mencerminkan 

kewarganegaraan kapal, kepemilikan, registrasi, negara bendera, dan 

peraturan hukum internasional yang berlaku. Status hukum kapal 

menentukan hak, kewajiban, tanggung jawab, dan perlindungan hukum 

yang diberi kepada kapal, pemiliknya, dan pihak yang terlibat. 
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Dari pengertian di atas tersebut  dapat disimpulkan bahwa status 

hukum adalah suatu peraturan atau ketetapan yang berlaku di suatu negara 

atau pemerintahan yang memiliki kekuatan eksekutorial sebagai dasar 

pengakuan secara sah oleh suatu negara atau pemerintahan tersebut.  

3. Pengukuran Kapal 

Pengukuran kapal adalah proses untuk menentukan dimensi dan 

kapasitas kapal. Pengukuran kapal adalah tindakan yang utama dalam 

industri maritim, yang bertujuan untuk memastikan keamanan, efisiensi, 

dan kehandalan operasi kapal. 

Sebelum dioperasikan, Setiap kapal harus diukur terlebih dahulu 

untuk mengetahui panjang, lebar, kedalaman, dan tonasenya sesuai dengan 

prosedur pengukuran kapal yang dituangkan dalam Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengukuran Kapal (Sudjasta 

dkk., 2018:80). 

Tujuan dari pengukuran kapal adalah untuk mendapatkan informasi 

tentang dimensi fisik kapal seperti panjang, lebar, ketinggian, serta Gross 

Tonnage (GT) dan Net Tonnage (NT). Fungsinya yakni untuk memenuhi 

prasyarat pendaftaran kapal, menerbitkan sertifikat kebangsaan kapal, dan 

menentukan standar keselamatan yang wajib diikuti oleh semua kapal. 

Ahli ukur kapal adalah pegawai yang memiliki wewenang untuk 

melangsungkan kegiatan pengukuran kapal. Ahli ukur kapal merupakan 

Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah naungan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut yang telah menyelesaikan pelatihan dan pendidikan 
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khusus mengenai pengukuran kapal. Kepemilikan sertifikat ini harus 

dipenuhi sebagai bukti kelulusan pendidikan dan pelatihan, yang 

diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Perhubungan (BPSDMP). 

Setelah proses pengukuran kapal selesai dilakukan, ahli ukur 

(surveyor)  kapal akan membuat daftar pengukuran kapal yang akan 

menjadi dasar untuk penerbitan sertifikat ukuran kapal. Sertifikat ukuran 

kapal memuat informasi mengenai ukuran dan tonase kapal berdasarkan 

hasil pengukuran yang tercatat dalam daftar ukur, sedangkan daftar ukuran 

kapal memuat perhitungan tonase kapal. Jika hasil pengukuran 

menunjukkan gross tonnage di bawah GT 7, maka ahli ukur kapal 

(surveyor) kapal akan memberikan hasil pengukuran kepada otoritas 

setempat untuk diproses dan menerbitkan Pas Kecil. Apabila gross tonnage 

kapal diantara GT 7 sampai dengan GT 175 maka dokumen yang diterbitkan 

yaitu berupa Pas Besar. Kemudian apabila gross tonnage kapal diatas GT 

175 maka dokumen yang diterbitkan oleh pihak pemerintah adalah Surat 

Laut. 

4. Pengertian Pendaftaran Kapal 

Pendaftaran adalah pencatatan suatu hal atau identitas, seperti nama, 

alamat, dan lain-lain, pada suatu lembaga pendidikan. Berkaitan dengan 

kapal pendaftaran berarti pencatatan mulai dari nama kapal, tempat 

pembuatan kapal, nama pemilik/perusahaan pemilik, alamat pemilik, jenis, 

ukuran, dan segala hal yang berkaitan dengan kapal. Mendaftarkan kapal 
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pada hakekatnya adalah mendaftarkan kepemilikan kapal.  

Kepemilikan adalah bagian dari hak milik menurut hukum perdata. 

Oleh sebab itu, dasar hukum utama pendaftaran kapal tertuang dalam Pasal 

31 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu Iex speciala KUH Perdata 

dan sebagai pelaksana Undang-Undang STBL (Staatsblad) 1933 Nomor 8. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran merupakan 

peraturan perundang-undangan yang memuat beberapa aturan terkait  

dengan pelayaran di Indonesia karena pendaftaran kapal adalah salah satu 

unsur dari status hukum kapal dalam rangka kelaik laut kapal. Klausul yang 

mengatur pendaftaran kapal merupakan salah satu unsur dari undang-

undang ini. Undang-undang ini memuat kriteria hukum yang mengatur 

persyaratan dan tata cara pendaftaran kapal di Indonesia. 

Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2012 

juga merupakan peraturan yang terkait dengan pendaftaran kapal. Peraturan 

ini dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan dan memberikan petunjuk 

lebih rinci terkait persyaratan, prosedur, dan tata cara pendaftaran kapal. 

Tujuan pendaftaran kapal atau kapal-kapal yang terdaftar adalah untuk 

menetapkan atau memperoleh status hukum yang jelas bagi kapal dan 

pemiliknya. Pendaftaran kapal sangat erat kaitannya dengan kepemilikan 

dan untuk memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal (STKK). 

Pendaftaran kapal sangat berkaitan erat dengan persyaratan kepemilikan 

dan kebangsaan kapal, serta masalah hipotek kapal. 
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5. Pengertian Penerbitan 

Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI (2023), 

pengertian penerbitan merupakan sebuah proses, langkah, cara, perbuatan 

menerbitkan, definisi lainnya dari penerbitan yakni kegiatan 

mempublikasikan. Maksud dari penerbitan memiliki 3 arti, yaitu publikasi, 

embaran, notifikasi. Penerbitan berasal dari kata dasar terbit, merupakan 

homonim karena artinya sama ejaan dan lafalnya tetapi berbeda makna. 

Penerbitan adalah suatu proses atau kegiatan untuk menghasilkan atau 

menerbitkan sesuatu, seperti buku, majalah, surat kabar, dokumen resmi, 

atau dokumen lainnya. Istilah penerbitan sering digunakan dalam konteks 

industri penerbitan di mana karya-karya tertulis atau dokumen-dokumen 

diproduksi dan disebarkan kepada pembaca atau pengguna. 

Penerbitan melibatkan serangkaian langkah mulai dari pengumpulan 

materi, penyuntingan, desain, produksi fisik atau digital, hingga distribusi 

dan pemasaran. Penerbitan juga dapat mencakup proses pemberian nomor 

identifikasi atau kode, seperti ISBN (International Standard Book Number) 

untuk buku, ISSN (International Standard Serial Number) untuk majalah, 

atau nomor registrasi untuk dokumen resmi. 

Tujuan utama dari penerbitan adalah untuk menyediakan informasi, 

hiburan, atau karya-karya yang bermanfaat kepada pembaca atau pengguna. 

Penerbitan juga berperan penting dalam mendokumentasikan pengetahuan, 

menyebarkan ide, dan memfasilitasi pertukaran informasi pada kelompok 

masyarakat. 
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Dari definisi di atas yang telah sampaikan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa penerbitan merupakan sebuah peroses menerbitkan dan 

mempublikasikan. Dalam konteks dokumen seperti grosse akta, penerbitan 

merujuk pada proses menghasilkan dokumen tersebut oleh pihak yang 

berwenang, seperti lembaga pemerintah atau instansi yang memiliki 

kewenangan untuk menerbitkan dokumen-dokumen resmi. Proses 

penerbitan dokumen ini melibatkan verifikasi, validasi, dan 

penandatanganan dokumen oleh pihak yang berwenang sesuai dengan 

ketetapan yang telah ditentukan pada Peraturan Pemerintah atau Undang-

Undang yang berlaku. 

6. Pengertian Grosse Akta  

Akta adalah sebuah produk yang memiliki kekuatan hukum yang 

diterbitkan oleh notaris. Akta otentik didefinisikan sebagai “suatu akta yang 

dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau di hadapan 

pejabat umum yang berwenang melakukannya di tempat dibuatnya akta itu” 

menurut Pasal 1868 KUH Perdata.  

Terdapat begitu banyak jenis akta yang dapat dibuat oleh seorang 

Notaris, salah satunya adalah akta pengakuan hutang. Menurut ketentuan 

pasal 1 angka 11 UUJN yang mengatur tentang akta pengakuan utang, 

mengatur bahwa “Grosse akta merupakan akta pengakuan utang dengan 

kepala akta bertuliskan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Tuhan 

Yang Maha Esa” dan memiliki kekuasaan eksekutif”. Grosse akta memiliki 

kekuatan eksekutorial, yang artinya dengan grosse akta ini bisa dilakukan 
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eksekusinya (lelang) dengan tidak melewati proses majelis hukum terlebih 

dulu dan mempunyai kekuatan hukum yang sama semacam vonis hakim 

yang mempunyai kekuatan hukum yang statis (Utami dkk., 2018:205). 

Penerbitan grosse akta di KSOP dibagi dibagi menjadi 4 jenis berdasarkan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang 

Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, yaitu: 

a. Grosse Akta Pendaftaran Kapal 

Dokumen ini diterbitkan oleh KSOP setelah kapal berhasil 

didaftarkan dan berisi informasi terperinci tentang kapal, seperti nama 

kapal, jenis kapal, bobot kapal, dan informasi tentang pemilik kapal. 

Grosse akta pendaftaran kapal adalah dokumen resmi yang 

mencatat kepemilikan dan informasi penting terkait suatu kapal. 

Dokumen ini diterbitkan oleh badan pendaftaran kapal setelah kapal 

berhasil didaftarkan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dalam 

dokumen grosse akta pendaftaran kapal, terdapat informasi yang terkait 

dengan kapal seperti nama kapal, jenis kapal, bobot kapal, tahun 

pembuatan, negara asal, dan data pemilik kapal.  

Dokumen ini juga mencantumkan nomor seri dan nomor registrasi 

kapal atau tanda selar. Tanda selar merupakan suatu tanda khusus yang 

dipasang di atas geladak kapal yang digunakan untuk mengidentifikasi 

kapal secara unik dan memiliki nomor seri yang berbeda beda antara 

satu kapal dan kapal lainnya. 
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b. Grosse Akta Pengganti 

Merupakan dokumen yang dipergunakan sebagai pengganti 

apabila grosse akta asli rusak, hilang atau terbakar. Dokumen ini juga 

diterbitkan oleh pihak KSOP setempat dengan persyaratan yang ketat 

guna meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dokumen. 

Isi dari dokumen ini tidak jauh berbeda dari grosse akta 

pendaftaran pada umumnya namun sampul yang digunakan menyatakan 

bahwa ini adalah dokumen pengganti atau ditulis dengan judul grosse 

akta pengganti. 

c. Grosse Akta Baliknama 

Grosse akta baliknama adalah dokumen resmi yang menunjukan 

perpindahan kepemilikan kapal dari pemilik lama ke pemilik baru. 

Dokumen ini dikeluarkan oleh kantor pendaftaran kapal atau instansi 

yang berwenang setelah pengalihan kepemilikan kapal. 

Dalam proses perpindahan kepemilikan kapal, pemilik lama harus 

menyerahkan dokumen grosse akta kapal yang mencantumkan 

kepemilikan kapal pada saat itu kepada pemilik baru. Setelah proses 

perpindahan kepemilikan kapal selesai dilakukan, kantor pendaftaran 

kapal akan menerbitkan dokumen grosse akta balik nama kapal sebagai 

tanda bukti bahwa kepemilikan kapal telah resmi dialihkan ke pemilik 

baru. 

Grosse akta balik nama kapal berisi informasi yang berkaitan 

dengan kapal, seperti nama kapal, nomor seri, berat kapal dan informasi 
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tentang pemilik lama dan baru. Akta kepemilikan kapal secara kasar 

sangat penting karena merupakan bukti yang sah atas perubahan 

kepemilikan kapal dan dapat digunakan untuk memperoleh berbagai 

keuntungan hukum, komersial dan finansial yang terkait dengan 

kepemilikan kapal. 

d. Grosse Akta Hipotek  

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 

2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal berbunyi Hipotek 

Kapal merupakan suatu bentuk jaminan material untuk kapal terdaftar 

yang digunakan untuk memastikan pembayaran hutang tertentu, 

sehingga dapat memberi prioritas kepada beberapa kreditur tertentu 

dibandingkan dengan kreditur lainnya. 

Grosse akta hipotek kapal adalah dokumen yang bersetatus resmi 

atau sah yang dibuat dan diterbitkan oleh badan pendaftaran kapal untuk 

mencatat adanya hipotek atau jaminan atas suatu kapal. Dokumen ini 

menggambarkan besaran jaminan dan kreditor yang tercatat dalam 

dokumen tersebut. 

Dalam proses pengambilan pinjaman untuk kapal, bank atau 

lembaga keuangan biasanya akan meminta jaminan atas kapal tersebut. 

Untuk itu pada hal ini, pemilik kapal harus menyetujui untuk 

memberikan hipotek pada kapalnya sebagai jaminan. Setelah proses 

pengambilan pinjaman selesai dilakukan, maka bank atau lembaga 

keuangan akan memperoleh hak jaminan atas kapal tersebut. 
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Grosse akta hipotek kapal memuat informasi tentang kapal seperti 

nama kapal, nomor seri, bobot kapal, serta data pemilik kapal dan 

kreditor. Selain itu, dokumen ini juga mencantumkan besaran jaminan, 

tanggal penerbitan dokumen, dan syarat-syarat yang terkait dengan 

hipotek tersebut. 

Grosse akta hipotek kapal sangat penting dalam menjalankan 

bisnis kapal, karena dokumen ini dapat digunakan untuk memperoleh 

pinjaman atau kredit untuk kapal. Selain itu, dokumen ini juga menjadi 

syarat dalam proses penjualan kapal dan digunakan untuk memastikan 

adanya hak jaminan atas kapal yang dijual. Menjaga dokumen grosse 

akta hipotek kapal tetap aman dan terjaga keabsahannya sangat penting 

bagi pemilik kapal. 

7. Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik (SPKE) 

Sistem pendaftaran kapal elektronik merupakan suatu sistem 

pendaftaran kapal yang menggunakan cara elektronik atau online dalam 

pelaksanaannya. Sistem ini memungkinkan pemilik kapal atau agen kapal 

untuk mengajukan permohonan pendaftaran kapal secara online melalui 

portal pendaftaran kapal yang disediakan oleh pihak berwenang, seperti 

KSOP, KUPP, dan lembaga layanan pendaftaran kapal yang lain. 

Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik yang selanjutnya dapat disingkat 

SPKE merupakan sebuah sistem layanan teknologi informasi pendaftaran 

kapal secara elektronik atau online yang diselenggarakan oleh Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut, berdasarkan pada Peraturan Menteri 
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Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Kapal dan 

Kebangsaan Kapal. 

Dalam SPKE, pemilik kapal atau agen kapal dapat mengisi formulir 

pendaftaran kapal secara online, mengunggah dokumen pendukung seperti 

sertifikat, surat-surat keabsahan kapal, dan dokumen kepemilikan, serta 

melakukan pembayaran biaya pendaftaran secara online. Setelah pengajuan 

pendaftaran kapal dilakukan, pihak berwenang akan memeriksa dan 

memvalidasi data yang diajukan sebelum memberikan persetujuan atau 

surat tanda pendaftaran kapal. 

Sistem pendaftaran kapal elektronik memberikan beberapa 

keuntungan seperti mempercepat proses pendaftaran kapal, memudahkan 

pemilik kapal atau agen kapal dalam mengajukan permohonan pendaftaran 

kapal, serta meminimalkan kesalahan dalam pengisian data dan dokumen. 

Selain itu, sistem ini juga memungkinkan pihak berwenang guna 

melaksanakan pengawasan pada kapal yang terdaftar dengan lebih efektif 

dan efisien. 

8. Pengertian Kapal 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran mendefinisikan kapal sebagai kendaraan air mencakup berbagai 

bentuk dan jenis yang dapat didorong oleh angin, tenaga mekanik, energi 

lain, atau ditarik. Kategori kendaraan air ini meliputi kendaraan dengan 

dukungan dinamis, kendaraan bawah air, serta perangkat terapung dan 

bangunan terapung yang tetap. 
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Kapal merupakan sebuah kendaraan yang dirancang khusus guna 

melintasi perairan seperti laut, sungai, dan danau. Kapal dapat digunakan 

untuk berbagai macam keperluan seperti transportasi penumpang dan 

barang, penjelajahan, penangkapan ikan, penjagaan keamanan perairan, dan 

lain sebagainya. Kapal biasanya memiliki badan yang panjang dan lebar 

dengan bentuk yang aerodinamis untuk meminimalkan hambatan air dan 

meningkatkan kecepatan. Kapal juga dilengkapi dengan mesin, sistem 

navigasi, dan perlengkapan keselamatan seperti pelampung dan peralatan 

pemadam kebakaran. Kapal dapat dibedakan berdasarkan ukuran dan 

jenisnya meliputi kapal penumpang, kapal barang, kapal perang, kapal 

pesiar, kapal tanker, dan lain-lain. 

9. Pengertian Kapal Nelayan 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 

tentang Perikanan, kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung 

lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung 

operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, 

pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ eksplorasi perikanan.  

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kapal nelayan 

merupakan jenis kapal khusus yang digunakan oleh para nelayan untuk 

beraktivitas di laut atau perairan tertentu. Kapal nelayan dirancang dengan 

fitur dan fungsi tertentu yang sesuai dengan kebutuhan nelayan dalam 

menangkap ikan atau melakukan kegiatan perikanan lainnya.  

Kapal nelayan adalah jenis kapal yang digunakan oleh nelayan untuk 
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beroperasi di perairan laut, sungai, dan danau guna menangkap ikan dan 

hasil laut lainnya. Kapal nelayan biasanya memiliki ukuran yang beragam, 

mulai dari yang kecil seperti perahu, sampai dengan kapal yang lebih besar 

dengan fasilitas dan peralatan yang lengkap. 

Beberapa ciri khas yang membedakan kapal nelayan dari kapal 

lainnya adalah: 

a. Ukuran: Kapal nelayan umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil 

dibandingkan kapal kargo atau kapal penumpang. 

b. Konstruksi: Kapal nelayan biasanya dibangun dengan konstruksi yang 

kuat dan tahan terhadap kondisi perairan yang keras dan cuaca buruk. 

c. Kapasitas Tangki Penyimpanan: Kapal nelayan dilengkapi dengan 

tangki penyimpanan untuk menyimpan hasil tangkapan ikan atau hasil 

laut lainnya. 

d. Alat Penangkapan: Kapal nelayan dilengkapi dengan alat penangkapan 

ikan seperti jaring, pancing, dan alat tangkap lainnya. 

e. Navigasi: Kapal nelayan dilengkapi dengan sistem navigasi dan 

komunikasi untuk membantu dalam berlayar dan berkomunikasi dengan 

kapal lain atau pangkalan. 

Fungsi utama kapal nelayan adalah sebagai sarana transportasi bagi 

nelayan untuk mencari dan menangkap ikan serta hasil laut lainnya. Kapal 

nelayan juga berfungsi sebagai tempat tinggal atau tempat beristirahat bagi 

nelayan selama mereka berada di laut untuk waktu yang cukup lama. Selain 

itu, kapal nelayan juga dapat digunakan untuk mengangkut hasil tangkapan 
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ikan dari laut ke daratan atau ke pasar penjualan ikan.  

Kapal nelayan memiliki peran penting dalam sektor perikanan dan 

ekonomi masyarakat pesisir, karena mereka berperan sebagai tulang 

punggung dalam menangkap ikan dan menyediakan pasokan ikan bagi 

konsumsi masyarakat. Selain itu, kapal nelayan juga berkontribusi dalam 

perekonomian nasional dengan mengekspor hasil tangkapan ikan ke 

berbagai negara. Peran dan fungsi kapal nelayan sangatlah penting dalam 

menjaga keberlanjutan dan keberlanjutan sumber daya laut serta 

perekonomian masyarakat pesisir. 

B. Kerangka Penelitian  

Kerangka penelitian adalah konsep yang digunakan untuk 

merepresentasikan realitas yang ingin diteliti sehingga dapat membentuk suatu 

teori yang akan memberi penjelasan mengenai hubungan antar variabel yang 

akan diinvestigasi dan memungkinkan untuk disampaikan kepada orang lain. 

Setelah mempelajari definisi beberapa istilah yang tercantum dalam judul 

penelitian, dibuatlah suatu kerangka atau rangkaian diagram sederhana yang 

dipergunakan sebagai landasan dalam penelitian. Kerangka ini dipergunakan 

guna membantu memahami materi yang akan diinvestigasi dalam penelitian. 

Berikut ini adalah gambaran dari kerangka penelitian yang telah dirancang pada 

Gambar 2.1. 
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Kesimpulan Saran 

Analisis Penerbitan Grosse Akta pada Kapal Nelayan 

di KSOP Kelas I Tanjung Emas Semarang 

Bagaimana proses 

penerbitan grosse 

akta untuk kapal 

nelayan? 

Apakah kendala 

yang terjadi pada 

saat proses 

penerbitan grosse 

akta untuk kapal 

nelayan? 

Pembahasan 

Metode Penelitian 

Analisis Deskriptif  

Kualitatif 

Gambar 2. 1 Kerangka penelitian 
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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait analisis penerbitan 

grosse akta pada kapal nelayan di KSOP Kelas I Tanjung Emas Semarang, 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses penerbitan grosse akta pada kapal nelayan melibatkan beberapa 

tahapan yang harus dilalui oleh pengguna jasa. Tahapan-tahapan tersebut 

mencakup pembuatan akun pemohon melalui aplikasi SPKE, verifikasi 

berkas secara online, dan validasi berkas fisik di kantor KSOP. Setelah 

berkas divalidasi, dilakukan penandatanganan minuta akta oleh tiga pihak 

terkait, yaitu pihak pemilik kapal, Pejabat Pendaftar dan Pencatat 

Baliknama Kapal, serta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama 

Kapal. Selanjutnya, pihak pemilik kapal diminta untuk memasang tanda 

pendaftaran ke badan kapal sebagai bukti pendaftaran yang sah. Akhirnya, 

grosse akta diserahkan kepada pemilik kapal sebagai dokumen resmi dan 

sah yang menunjukkan kepemilikan dan pendaftaran kapal tersebut. 

2. Selama proses penerbitan grosse akta masih ditemukan beberapa kendala 

yang dapat mempengaruhi kelancaran dan kecepatan proses. Salah satunya 

adalah kurangnya persiapan penghadap dalam membawa berkas yang 

disyaratkan sebelum validasi berkas fisik di kantor KSOP. Selanjutnya, 

masih ada ketidaksesuaian data diri penghadap dengan dokumen asli yang 

terdapat dalam narasi minuta akta. Kendala lainnya adalah kurangnya 
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kesadaran pengguna jasa terkait pembayaran, terutama pada pembayaran 

pajak billing kedua. Kendala-kendala tersebut mengakibatkan proses 

penerbitan grosse akta pada kapal nelayan tertunda dan terhambat. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu 

diperhatikan. Pertama, penelitian ini hanya fokus pada analisis penerbitan 

grosse akta pada kapal nelayan di KSOP Kelas I Tanjung Emas Semarang. Oleh 

karena itu, generalisasi temuan penelitian ini terbatas pada konteks tersebut dan 

mungkin tidak dapat secara langsung diterapkan pada situasi atau lokasi lain. 

Kedua, dalam mengumpulkan data, peneliti mengandalkan metode 

pengumpulan data primer melalui wawancara dan pengamatan langsung, serta 

data sekunder dari dokumen dan literatur. Meskipun berbagai upaya telah 

dilakukan untuk memastikan keakuratan data, tetap ada kemungkinan adanya 

bias atau kesalahan dalam interpretasi data yang dihasilkan. 

Selanjutnya, penelitian ini juga terbatas pada sumber daya yang tersedia 

dan jangka waktu penelitian yang terbatas. Hal ini dapat membatasi kedalaman 

analisis dan cakupan informasi yang dapat diperoleh dalam penelitian. 

Terakhir, penelitian ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor subjektivitas 

peneliti dalam menginterpretasikan data dan menyajikan temuan. Meskipun 

upaya telah dilakukan untuk meminimalkan subjektivitas, tetap perlu diakui 

bahwa peneliti memiliki pengaruh dalam proses analisis dan interpretasi data. 

Dalam mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan ini, diperlukan 

kehati-hatian dalam menginterpretasikan hasil penelitian ini. Disarankan agar 
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penelitian selanjutnya dapat melibatkan sampel yang lebih representatif dan 

menggunakan metode penelitian yang lebih beragam untuk menghasilkan 

temuan yang lebih luas dan mendalam. 

C. Saran 

Saran adalah bagian dari kesimpulan dalam sebuah penelitian atau karya 

ilmiah yang berisi rekomendasi atau usulan untuk perbaikan atau peningkatan 

terhadap isu atau masalah yang telah diidentifikasi dalam penelitian. Tujuan 

dari memberikan saran adalah agar hasil penelitian dapat memberikan dampak 

positif dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat atau untuk pengembangan 

lebih lanjut di masa mendatang. 

Dalam konteks penelitian mengenai analisis penerbitan grosse akta pada 

kapal nelayan di KSOP Kelas I Tanjung Emas Semarang, beberapa saran yang 

dapat diberikan adalah: 

1. Sosialisasi dan Edukasi  

Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi secara lebih intensif kepada para 

pengguna jasa terkait prosedur dan persyaratan penerbitan grosse akta. Hal 

ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pengguna jasa 

agar mereka lebih mempersiapkan diri dengan baik sebelum mengunjungi 

kantor KSOP. Sosialisasi juga dapat membantu mengurangi kesalahan 

dalam mengisi data dan informasi, sehingga mengurangi ketidaksesuaian 

data diri dengan dokumen asli. 

2. Optimalisasi Teknologi Aplikasi SPKE 

KSOP dapat melakukan optimalisasi teknologi dalam aplikasi SPKE agar 
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proses verifikasi dan validasi berkas online dapat berjalan lebih cepat dan 

efisien. Peningkatan kualitas dan kecepatan dalam sistem aplikasi akan 

membantu mempercepat proses penerbitan grosse akta secara keseluruhan. 

3. Penyempurnaan Koordinasi Internal dan Eksternal 

Dalam proses penerbitan grosse akta, penting untuk memastikan koordinasi 

yang baik antara pihak-pihak yang terlibat, baik internal di dalam KSOP 

maupun eksternal dengan pemilik kapal. Koordinasi yang baik dapat 

menghindari hambatan dan kesalahan yang dapat terjadi selama proses 

penerbitan. 

4. Evaluasi dan Perbaikan Sistem 

KSOP perlu secara berkala melakukan evaluasi terhadap sistem penerbitan 

grosse akta untuk mengidentifikasi kelemahan dan kendala yang mungkin 

muncul. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar untuk melakukan 

perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan agar proses penerbitan grosse 

akta menjadi lebih efektif dan efisien. 

5. Penelitian Lanjutan 

Selain itu, peneliti atau pihak-pihak terkait dapat melakukan penelitian 

lanjutan untuk mengkaji lebih mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi 

proses penerbitan grosse akta. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut 

dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan mendalam 

tentang permasalahan yang ada dan memberikan rekomendasi yang lebih 

spesifik dalam meningkatkan proses penerbitan grosse akta.



 

89 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdussamad, Zuchri. (2021). Metode Penelitian Kualitatif (P. Rapanna, Ed.; Vol. 

1). CV. Syakir Media Press. 

Harahap, Nursapia (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. Wal Ashri Publishing. 

Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2012 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan 

Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2017 tentang 

Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal  

Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2021 tentang 

Pengukuran Kapal  

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran 

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris 

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2023). Hukum. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hukum. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2023). Penerbitan. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penerbitan. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2023). Status. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Status. 

Maulani, M. F., HS, S., & Djumardin. (2020). Authority and Notary 

Responsibilities in the Making of the Fidusia Guarantee of the Relationship. 

International Journal of Multicultural and Multi                                                                                                                                                                 

XVreligious Understanding, 7(7), 426–435. 

Moleong, Lexy J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. 

Nasution, Abdul Fattah. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Meyniar Albina, Ed.; 

1 ed.). CV. Harfa Creative. 

Nurzanah, Wiwin. (2020). Analisa Waktu Tunggu Bongkar Muat Kapal dengan 

Fasilitas Crane di Pelabuhan Gabion Belawan. Buletin Utama Teknik, 15(2), 

180–190. 



90 

 

 

 

 

 

Sudjasta, B., Suranto, P. J., Erwin, C., & Putra, S. (2018). Analisis Pengukuran 

Ulang Tonnage Kapal Penangkap Ikan dengan Panjang Kurang Dari 24 

Meter,79-85. 

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. CV. 

Alfabeta. 

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif (3 ed.). Alfabeta. 

Tegoeh, Herman Fikri. (2020). Pemberian Status Hukum Terhadap Kapal Yang 

Berkebangsaan Indonesia. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2). 

Tegor, Susanto, A., Togatorop, V., Sulivyo, L., & Siswanto, D. J. (2020). 

Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (M. Rachmawati, Ed.; 1 ed.). 

CV. Penerbit Lakeisha. 

Utami, P. D., Diantha, I. M., & Sarjana, I. M. (2018). Kedudukan Hukum Grosse 

Akta Pengakuan Hutang Notariil dalam Pemberian Kredit Perbankan. Jurnal 

Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 205 

Yuliani, Wiwin. (2018). Metodologi Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam 

Perspektif Bimbingan dan Konseling. 2(2). 

https://doi.org/10.22460/q.v2i1p21-30.642. 

  



 

91 

LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1 Hasil Wawancara 

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 1 

Narasumber : Ibu Ery Yuniarti 

Jabatan : Staff Bagian Status Hukum Kapal/pegawai pembuat grosse akta 

Hasil wawancara tersebut adalah:  

Peneliti : “Selamat siang bu, maaf mengganggu apabila berkenan saya 

bertanya seputar penelitian saya tentang penerbitan grosse akta bu,” 

Narasumber : “Selamat siang. iya dek, silahkan.” 

Peneliti :  “Baik bu, yang pertama, apa saja syarat penerbitan grosse akta kapal 

nelayan?” 

Narasumber : “Mengenai syarat syarat penerbitan grosse akta sudah ada di pm 

nomor 39 tahun 2017 itu antara lain bukti hak milik atas kapal, 

identitas pemilik kapal, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), surat 

ukur, laporan pemeriksaan keselamatan kapal yang dibuat oleh 

Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, surat kuasa untuk 

mengajukan permohonan dan pengurusan pendaftaran kapal dari 

pemilik kapal, dan lain lain tercantum dalam PM tersebut.” 

Peneliti : “Baik bu kemudian bagaimana proses penerbitan grosse akta kapal 

bu?” 

Narasumber : “Prosesnya semuanya serba digital dari dimulai dari pembuatan 

akun pemohon di aplikasi SPKE, mengunggah file persyaratan ke 

aplikasi, melakukan pembayaran pajak pertama, melakukan validasi 

berkas fisik ke kantor, kemudian membayar pajak billing kedua 



 

 

 

 

untuk membuat jadwal penandatanganan minuta akta dihadapan 

Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal, setelah 

selesai penandatanganan, pihak pemilik kapal membuat berita acara 

pemasangan tanda pendaftaran dan diketahui oleh pihak KSOP, 

setelah berita acara pemasangan telah di tanda tangani oleh pejabat 

pendaftaran maka selanjutnya grosse akta dapat diserahkan oleh 

pihak pemilik kapal.” 

Peneliti : “Baik bu, lalu biaya penerbitan grosse akta berapa ya bu?” 

Narasumber : “Untuk kapal dibawah GT 100, jadi gt 7 sampai gt 100 itu biayanya 

250 ribu dibagi menjadi 2 termin pembayaran, pertama 150 ribu 

untuk verifikasi, kemudian 100 ribu untuk penentuan tanggal 

penandatanganan dan penerbitan grosse akta, tapi untuk gt 100 ke 

atas itu 400 ribu dibagi menjadi 2 termin pembayaran pertama 250 

verifikasi dan 150 untuk penerbitan.” 

Peneliti :  “Dalam penerbitan pasti terdapat kendala ya bu, apa saja kendala 

saat penerbitan grosse akta kapal nelayan?” 

Narasumber :  “Kendala yang sering terjadi pada saat penerbitan Gross akta yaitu 

antara lain persyaratan yang dibawa oleh pihak pemilik kapal 

terdapat kekurangan, hal ini mengakibatkan pihak pemilik kapal 

harus memenuhi persyaratan yang kurang tersebut sebelum 

melanjutkan proses yang selanjutnya ini memakan waktu yang 

cukup lama apalagi ketika tempat tinggal pemilik kapal di luar kota 

Semarang. Yang kedua adalah data diri penghadap yang hendak 



 

 

 

 

melaksanakan tanda tangan di hadapan kami tidak sesuai dengan 

dokumen asli yang terdapat dalam narasi minuta maupun gross akta 

kapal, jadi missal kamu pemilik kapal tidak dapat hadir, lalu kamu 

menguasakan adekmu, nah nanti penghadapnya adekmu, di 

penghadap itu juga sama, pada saat verifikasi awal, data penghadap 

itu harus 100 persen benar, nama ktp alamat, pekerjaan, karena 

setelah kami verifikasi terus kami buat narasi grosse akta menjadi 4 

halaman, itu narasi penghadap kalau salah gabisa di edit, itu yang 

sudah terkunci, tapi kalau pemilik kapal nama kapal, ukuran semua 

bisa di edit kecuali data penghadap. Kemudian yang ketiga ketika 

sebelum melaksanakan tanda tangan pemilik kapal seringkali abai 

dalam mengecek pembayaran pajak billing kedua ini berakibat batas 

waktu pembayaran pajak kadaluarsa jadi kita harus mengajukan 

kembali ke pusat atau Direktorat Perkapalan dan Kepelautan 

(Ditkapel).” 

Peneliti :  “Baik bu terimakasih atas waktunya” 

Narasumber :  “Sama-sama dek. Semoga sukses ya!” 

  



 

 

 

 

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 2 

Narasumber :  Andi Arianto 

Pekerjaan  :  Nelayan 

Hasil wawancara tersebut adalah:  

Peneliti : “Selamat pagi, Pak. Saya sedang melakukan penelitian mengenai 

proses penerbitan grosse akta pada kapal nelayan di KSOP Tanjung 

Emas Semarang. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan?” 

Narasumber : “Selamat pagi juga. Tentu, silakan.” 

Peneliti : “Pertama-tama, apakah Bapak sudah pernah mengalami proses 

penerbitan grosse akta untuk kapal nelayan Anda?” 

Narasumber : “Ya, sudah pernah beberapa kali. Biasanya setiap kali ada perubahan 

kepemilikan kapal atau ada perubahan data penting pada kapal, kita 

harus mengurus penerbitan grosse akta.” 

Peneliti : “Bagaimana pengalaman Bapak dalam proses penerbitan tersebut?” 

Narasumber : “Sebenarnya tidak terlalu sulit, tapi kadang ada beberapa kendala. 

Misalnya, saat mengunggah berkas di aplikasi SPKE, ada beberapa 

kali berkas kami ditolak karena tidak lengkap. Jadi kami harus 

kembali ke rumah untuk melengkapi berkas tersebut.” 

Peneliti : “Apakah ada tahapan lain yang Bapak hadapi dalam proses 

penerbitan grosse akta?” 

Narasumber : “Setelah berkas diunggah, kami harus membawa berkas fisik ke 

kantor KSOP untuk divalidasi. Terkadang, kami harus menunggu 

agak lama karena banyaknya pengunjung di kantor.” 



 

 

 

 

Peneliti : “Bagaimana dengan proses penandatanganan minuta akta?” 

Narasumber : “Penandatanganan minuta akta cukup lancar. Kami sudah tahu persis 

apa yang harus diisi karena petugas di KSOP memberi penjelasan 

dengan baik.” 

Peneliti : “Apakah ada kendala lain yang Bapak alami dalam proses penerbitan 

grosse akta?” 

Narasumber : “Kadang ada kesalahan dalam data diri kami yang tidak sesuai 

dengan dokumen asli. Itu membuat prosesnya agak lambat karena 

harus diperbaiki terlebih dahulu.” 

Peneliti : “Terima kasih atas informasinya, Pak. Apakah ada saran atau 

masukan dari Bapak untuk meningkatkan efisiensi dalam proses 

penerbitan grosse akta?” 

Narasumber : “Saya rasa ada baiknya KSOP memberikan lebih banyak informasi 

tentang persyaratan dan prosedur secara rinci. Selain itu, sosialisasi 

kepada nelayan tentang pentingnya mematuhi jadwal pembayaran 

juga bisa membantu.” 

Penelliti : “Baik, akan saya catat saran tersebut. Terima kasih banyak atas 

waktunya, Pak.” 

Narasumber : “Terima kasih juga, semoga penelitian ini bermanfaat. Semoga 

berhasil!” 

  



 

 

 

 

LAMPIRAN 2 Contoh Grosse Akta

 

 



 

 

 

 

LAMPIRAN 3 Lembar Disposisi Kepala KSOP

  



 

 

 

 

LAMPIRAN 4 Lembar Disposisi Bidang SHSK

 



 

 

 

 

LAMPIRAN 5 Cheklist Persyaratan Pendaftaran Kapal

 



 

 

 

 

LAMPIRAN 6 Surat Permohonan Pendaftaran

 



 

 

 

 

LAMPIRAN 7 Surat Keterangan Hak Milik

 



 

 

 

 

LAMPIRAN 8 Surat Kuasa

 



 

 

 

 

LAMPIRAN 9 Surat Tukang

 



 

 

 

 

LAMPIRAN 10 Fishing Vessel Safety and Manning Certificate



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

LAMPIRAN 11 Surat Ukur Dalam Negeri

 



 

 

 

 

LAMPIRAN 12 Berita Acara Pemasangan Tanda Pendaftaran 

 



 

 

 

 

LAMPIRAN 13 Dasar Hukum Pemasangan Tanda Pendaftaran 

 

  



 

 

 

 

LAMPIRAN 14 Berita Acara Pemasangan Tanda Pendaftaran (KSOP)

 



 

 

 

 

LAMPIRAN 15 Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Kapal



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LAMPIRAN 16 Sistematika Penerbitan Grosse Akta Kapal 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

LAMPIRAN 17 Dokumentasi Wawancara 
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